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ABSTRACT
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEREK 
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON NOMOR : 70/PID.B/2015PN-LSK DAN NOMOR :
71/PID.B/2015/PN-LSK.




Pasal 91 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan â€œBarangsiapa dengan sengaja dan tan pahak
menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)â€•.  Akan tetapi hal tersebut berbeda dalam tuntutan pidana dan putusan hakim
Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 70/Pid.B/2015/PN-Lsk dan Nomor : 71/Pid.B/2015/PN-Lsk.   Masalah pokok penelitian ini
ialah (1) Apa unsur pembeda dalam tuntutan pidana ? (2) Apa unsur pembeda dalam putusan hakim ? (3) Apakah putusan hakim
sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan perkembangan hukum merek ?
Penelitian dan pengkajian bertujuan mengetahui dan menjelaskan unsur pembeda dalam tuntutan pidana, mengetahui dan
menjelaskan unsur pembeda dalam putusan hakim, mengetahui dan menjelaskan kesesuaian putusan hakim dengan tujuan
pemidanaan dan perkembangan hukum merek.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
konseptual.Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tertier.Bahan hukum maupun informasi penunjang lainnya yang telah terkumpul terlebih dahulu dilakukan deskripsi
dengan menguraikan proposisi-proposisi hukum kemudian diinterpretasikan atau argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas
permasalahan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsurpembeda dalamtuntutan pidana terhadap terhadap Rasyidin Abdullah Bin (Alm)
Abdullah dan terhadap terdakwa H.Razali Muhammad bin (Alm) Muhammad adalah terletak pada rencana tuntutan (rentut) pidana. 
Jaksa Penuntut umum dalam perkara terdakwa Rasyidin Abdullah bin (Alm) Abdullah tidak diajukan rencana tuntutan (rentut)
pidana kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.  Sedangkan terhadap terdakwa H.Razali Muhammad bin (Alm) Muhammad Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan rencana tuntutan (rentut) pidana kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.    
Unsurpembeda dalamputusan hakim terhadap terdakwa H. Razali Muhammad Bin (Alm) Muhammad terhadap terdakwa Rasyidin
Abdullah Bin (Alm) Abdullah adalah terletak pada pertimbangan hukum majelis hakim. Putusan terhadap terdakwa H.Razali
Muhammad Bin (Alm) Muhammad dan terhadap terdakwa Rasyidin Abdullah bin (Alm) Abdullah belum menunjukkan adanya
kesesuaian putusan hakim dengan tujuan pemidanaan dan perkembangan hukum merek itu sendiri, apabila dibandingkan dengan
putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 53/Pid.Sus/2015/PN-Brn  tanggal 9 September 2015.
Disarankan kepada aparat penegak hokum baik itu penyidik, jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang menangani perkara
merek adalahy ang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang Merek.   Dan terhadap majelis hakim yang menangani perkara
tindak pidana merek agar mencantumkan ketentuan kumulatif alternative yang tercantum dalam ketentuan Pidana dalam
Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Hukum, Merek.

